BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR23 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Memmbang

ol

s

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua afas
Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
rentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Buntuan Sosial yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu mengatur lala cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial;

bahwa Peraturan Bupali Kudus Nomor 31 Tahun 2011 wentang
Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluas
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupat
Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
dicabut;

bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan
sosial guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau
good governance, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaar,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Rapublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 2272).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah, scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S655);

4./&.»1



Menetapkan

10.

11.

12;

E
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negenn Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambshan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCANGOARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.
Bupati adalah Bupati Kudus.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan vang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah vang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dacrah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
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9,

10.

11.

12,

14.

15.

16.

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah vang sclanjuinya disingkat PPED
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyail tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
scbagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna  anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
pengelolaan Keuangan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAFPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD
vang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKED dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan /bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD vang selanjutnya disingkat REA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran vang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dolkumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang sclanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjuinya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memual pendapatan dan
belanja sctiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pENggUna anggaran.

. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat, atau pemerintah daerah lainnva,
Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Badan,
Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, keclompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tdak secara terus menerus dan selektif
vang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial,

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, keclompok dan/atau masyarakat scbagai dampak krisis
susial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam
yang jika udak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjuinya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah antara pemerintah daerah dengan penerima

hibah.
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BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD Kabupaten Kudus.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang,
barang, atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa
uang atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.

|{2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
sclelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan dacrah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas :

a. keadilan;

b. kepatutan;

c. rasionalitas; dan

d. manfaat untuk masvarakat.

(4] Pemberian  hibah scbagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap
tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasvarakatan; dan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

(1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dilaksanakan dengan kescimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewsajiban
berdasarkan pertimbangan yang obyvektif dalam pemberian hibah.
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(2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hurul b
bahwa dalam pemberian hibah dilakukan secara wajar dan
proporsional.

(3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hurul
¢ bahwa pemberian hibah dilaksanakan berdasar pertimbangan vang
dapat dinalar dan diterima oleh akal sehat.

(4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf d dilaksanakan bahwa pemberian hibah diulamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal &

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan /atau;

d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum  Indonesia;

Pasal 7

Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat (DAK) pengelolaannya
dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Pasal &

(1) Hibah kepada Pemecrintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Paszal 6)
hurul a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 hurul b diberikan kepada daerah olonom baru hasil
pemekaran daerah scbagaimana diamanatkan dalam ketenluan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Mihk Negara sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalarmm Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima pemecrintah daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
a. yang bersilal nirlaba, sukarela dan sosial vang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial vang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati/ Walikota;
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c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakatl/kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan
alau penetapan darl pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan
yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesual peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
& ayat (D) diberikan dengan persyaralan paling sedikit :
a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Kudus;
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa
selempal; dan
c. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kudus.

(2) Hibah kepada organisasi kemasvarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayart (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikir :

a, telah terdaftar pada kementerian vang membidangl urusan
hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kudus;

c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Kudus.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6, dapat
menyampaikan usulan  hibah secara tertulis kepada Bupati dengan
dilampiri proposal dan data dukung lainnya.

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan
sebagaimana dimaksud pada avat (1).

(3) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi Camal
setempat untuk permohonan hibah vang diajukan oleh organisasi
kecmasyarakatan.
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Pasal 11

(1) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
ayat (1) untuk usulan hibah berupa uang paling sedikit memuat:

a.

latar belakang; berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya permochonan hibah oleh
calon penerima hibah;

cmaksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan

dilaksanakannya kegiatan vang akan dibiavai oleh dana hibah;

. susunan kepengurusan untuk badan, lembaga, dan organisasi

kemasyarakatan berisi uraian tentang susunan pengurus dari
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan vang mengajukan
permohonan hibah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan AD/ART
atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

.domisili  sekretariat untuk badan, lembaga, dan organisasi

kemasyarakatan  berisi uraian tentang keberadaan/alamat
sekretariat dari badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang mengajukan usulan hibah disertali nomor telepon vang dapat
dihubungi sewaktu-wakou apabila dibutuhkan;

. bentuk kegiatan berisi uralan tentang kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya antara lain
berisi tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan
kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta
kebutuhan lainnya ;

.jadwal pelaksanaan kegiatan berisi uraian tentang waktu dan

tempat pclaksanaan kegiatan vang akan dilaksanakan oleh calon
penerima hibah; dan

.tanda tangan dan nama lengkap calon pencrima hibah

(pimpinan/ketua) serta stempel/cap badan, lembaga, atau
organisasi kemasyvarakatan.

Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada avar (1)
untuk permchonan hibah berupa barang paling sedikit memuat:

.

latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenaj
fakta-Takta dan permasalahan Yang melatarbelakang;
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannva permohonan hibah oleh
calon penerima hibah;

. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan

diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah;

. susunan  kepengurusan untuk badan, lembaga, dan organisasi

kemasyarakatan berisi uraian tentang susunan pengurus dari
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan vang mengajukan
permohonan hibah;

. domisili sckretariat untuk badan, lembaga, dan organisasi

kemasyarakatan; berisi uraian tentang keberadaan/alamat
sekretariat dari badan, lembaga, dan organisasi kcmasyarakatan
yang mengajukan permohonan hibah diserlai nomor telepon yang
dapat dihubungi apabila dibutuhkan;

. Jenis dan jumlah barang yang dimohon berisi tentang jenis dan

jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah; dan

tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah
(pmpinan/ketua) serta sectempel/cap badan, lembaga, dan
organisasi kemasyarakatan.
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(3) Apabila kegiatan yang dilakukan berupa pekerjaan konstruksi maka
rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [
harus dibuat dan ditandalangani oleh badan hukum atau perorangan
yvang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,

(4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 avat (1)
meliputi:

d,

foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari
pimpinan/ketua badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
calon penerima hibah;

foto copy dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga, dan
organisasi kemasyarakatan

- surat pernyataan tidak terjadi konllik internal yang ditandatangani

oleh calon penerima hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan diketahui oleh pejabat yang berwenang;

- surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan vang

dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) bagi
organisasi kemasyarakatan:

- foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah vang sah atas

kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah apabila
dana hibah akan dipergunakan untuk kegiatan konstruksi;

fota copy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangava Sural Tanda
Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan stau
sejenisnya dari yang menandatangani rencana angsaran bhaya,
apabila dana hibah akan dipergunakan untuk kegialan konstruksi):

. foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama badan,

lembaga, dan organisasi kemasvarakalan dengan specimen tanda
tangan pimpinan/ketua dan bendahara.

Pasal 12

(1) Verifikasi terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait yang dibentuk oleh Kepala SKPD.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah vang mempunyai LLIZHS
dan fungsi sesual dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum
dalam permohonan hibah.

(3) Verihikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

é.

mengetahui kesesualan antara kebutuhan anggaran dalam proposal
dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Dacrah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak
terdapal dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat itu;

. mengetahui Kkesesualan antara kebutuhan peralatan dan bahan

serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatannya;

memastikan  keberadaan badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan permohonan hibah:

- memastikan  domisili/alamat sekretariat untuk badan, lembaga,

dan organisasi kemasyarakatan scbagaimana tercantum dalam
proposal vang diajukan oleh calon penerima hibah: dan

memastikan bahwa kegiatan yang akan dihiayai dengan dana hibah
belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah atau badan,
lernbaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

(4) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.

Lon ]
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(3) Berita acara sebagaimana dimaksud avat (4] paling sedikit memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {3) dan Pasal 9.

(6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD.

(7) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 13

(1) Rekomendasi  Kepala Satuan Kerja Perangkal Daerah dan
pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (6]
dan ayat (V) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, dan/atau barang,

Pasal 14

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada
PPKD.

{2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau

d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia;

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (2] dianggarkan dalam kelompok belanja langsung vang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan
kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang
alau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa vang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakal pada SKPD.

Pasal 16

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah
dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Format daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 11})

{ /4
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan
atas DPA-SKPD.

Pasal 18

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD ;

(2) Kepala SKPD atau Unit Kerja sebagai penanggungjawab belanja hibah
menyiapkan konsep NPHD sesuai dengan bidang tugasnya.

[3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

pemberi dan penerima hibah;

. tujuan pemberian hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah vang akan diterima;

. hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah;

tata cara pelaporan hibah; dan

sanksi dan penyelesaian sengketa.

s e R ol o o
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(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditandatangani oleh
Bupati dan Penerima Hibah.

[5) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud ayat (4) didelegasikan
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja vang
menangani hibah dimaksud.

(6) Setiap penerima hibah wajib menandatangani Pakta Integritas vang
menyatakan bahwa hibah wvang diterima akan digunakan sesuai
NPHD.

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan Alokasi Belanja Hibah berupa uang dan SKPD

atau Unit Kerja penanggungjawab belanja Hibah berdasarkan DPA-
PPKD.

(2) Bupati menetapkan daftar pencrima  hibah beserta besaran
uang/barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD dan Keputusan Bupati tentang
Alokasi Belanja Hibah berupa uang dan SKPD atau Unit Kerja
penanggungjawab belanja Hibah.

(3) Kepala SKPD atau unit kerja penanggungjawab belanja hibah
menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah
beserta besaran untuk belanja barang/jasa yang dihibahkan sesuai
dengan bidang tugasnya.

(4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Aok 4
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(5) Berdasarkan pertimbangan ketepalan sasaran danh kemampuan
keuangan daerah, perubahan daltar penerima hibah beserta
besarannya uang atau jenis barang atau jasa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati lentang Penjabaran
APBD, dan Keputusan Bupati tentang Alokasi Belanja Hibah berupa
uang dan SKPD atau Unit Kerja penanggungjawab belanja Hibah serla
melalui mekanisme schagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah  daerah  kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Ternma Barang.

(8) Penyaluran hibah dalam bentuk uang yang sumbernya berasal dan
APED dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke rekening penerima hibah.

(9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

(10) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada avat (8)
dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

Fasal 20

(1) Permohonan pencairan hibah berupa uang dilengkapi administrasi dan
dokumen terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:

a, rencana penggunaan hibah yang tertuang dalam lampiran NPHD;

b, folo copy NFHD;

c. kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup (tanda tangan,
nama lengkap penerima hibah serta setempel /cap
organisasi/lembaga). Kuilansi tersebut berlaku setelah uang
ditransfer ke rekening penerima hibah;

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan digunakan sesual dengan NPHD; dan

e. foto copy nomor rekening bank atas nama lembaga forganisasi.

(3) Dalam hal pencairan hibah dilakukan secara bertahap scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10), permintaan pencairan lahap
kedua dan selanjutnya harus dilengkapi dengan dokumen terkait

rneliputi:
a. kuitansi rangkap 4 (empatl) dan bermaterail cukup (tanda tangan,
nama lengkap penerima hibah serta stempel/cap

organisasi/lembaga). Kuitansi tersebut berlaku setelah wuang
ditransfer ke rekening penerima hibah,;

b. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progres report);

c. foto copy rekening bank atas nama lembaga /organisasi;

(4) Kelengkapan permohonan atas pencairan dana hibah diverifikasi oleh
Satuan Kerja Perangkalt Daerah atau unit kerja penanggungiawab
belanja hibah yang ditunjuk yang dibuktikan dengan lembar verifikasi
yang ditandatangani oleh Pejabat yang memverilikasi.

(5) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
PPKD memproses permohonan pembayaran dan pencairan hibah
berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yvang

berlaku.
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(6) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
PPKD bertanggungjawab penuh atas kebenaran formal dan material
pencairan  dana hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab
Belanja Hibah.

Pasal 21

(1) Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilengkapi administrasi dan
dokumen terkait sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit meliputi:

a. rencana penggunaan hibah barang yang tertuang dalam lampiran
NPHD;

b. folo copy NPHD;

c. Berita Acara serah terima hibah barang rangkap 4 (empat) dan
bermatcrai cukup vang ditandatangani dan distempel oleh penerima
hibah dan pemberi hibah pada saat serah terima hibah barang
dilaksanalkan; dan

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyvatakan bahwa hibah
vang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD,

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkal Daerah pengampu hibah barane/jasa
bertanggungjawab penuh atas kebenaran formal dan material
pengelolaan dana hibah dan penyaluran hibah barang.

Pagal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa
yang berlaku.

Bagian Keempal
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 23

(1) Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan secara
tertulis terkait dengan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD
dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan; berisi uraian lentang gambaran umum mengenal
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;

b. maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan
disusunnya laporan penggunaan hibah;

c. hasil kegiatan; berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah vang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana; berisi uraian tentang anggaran yvang
telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
untuk membiayal kegiatan vang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal hibah vang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan

&v&4



14

€. penutup; bensi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk
disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan hibah
vang telah dilaksanakan;

f. tanda tangan dan nama lengkap pencrima hibah (pimpinan/ketua)
scria stempel /cap organisasi/lembaga; dan

g. lampiran; berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Penerima hibah berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan
secara tertulis terkail dengan penggunaan hibah kepada Bupati
melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait,

[4) Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} paling sedikit memuat penjelasan mengenai
penggunaan hibah berupa barang atau jasa sesuai dengan proposal
hibah yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan
dalam NPHD.

Pasal 24

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 25

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah
meliputi:
usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati:
Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah:
NPHD:
pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah  yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti
scrah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa)
atas pernberian hibah berupa barang/jasa.
(2) Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan  Menteri
Keuangan atas belanja hibah yang diberikan kepada Pemerintah
setiap akhir tahun anggaran.

oo g

Pasal 26

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi:
a. laporan penggunaan hibah:
b. sural pernyataan tanggung jawab yvang menyvatakan bahwa hibah
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.

(3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD:
c. salinan berita acara serah terima barang/jasa; dan
d. suratl pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang
hibah yang telah diterima.
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(4) Format surat pernyataan tangeung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dan huruf c sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD/Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait setelah 1 (saru) bulan kegiatan selesal dilaksanakan
dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(6) Pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Peranglat Daeran
terkait setelah 1 (satu) bulan barang hibah digunakan dan paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuah
ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek
pemeriksaar.

(8) Terhadap penggunaan hibah dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh
pcjabat vang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampal dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.,

Pasal 28

(1} Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau
jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran
Peraturan Dupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapal memberi bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2} Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan urusan pilihan dengan memperhatikan:
a. asas keadilan;
b. asas kepatutan,
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c. asas rasionalitas: dan
d. asas manlaatl untuk masyarakat.

(3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
dilaksanakan dengan keseimbangan distribusi pemberian bantuan
sosial.

(4] Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurul b
dilakukan secara wajar dan proporsional.

(o) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul c
dilaksanakan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar
dan diterima oleh akal dan pikiran,

(&) Asas manfaat untuk masvarakat sebhagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf d dilaksanakan bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakal yvang mengalami keadaan
vang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup
minimum;

b. ahli waris penduduk miskin Kabupaten Kudus yang meninggal dunia
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan/atau

¢. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Paszal 31

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurul a, terdiri dari bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas
nama, alamat penerima, dan besarannya pada sasal penyusunan
APBD.

(3) Bantuan sosial vyang tidak dapat direncanakan scbelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannyva akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yvang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran vang tidak dapat direncanakan sebelumnva
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokas
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayal (2).
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Pasgal 32

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) memenuhi kriteria paling sedikit
a.selektif;
b.memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;
d.sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanva diberikan kepada calon penerima vang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial,

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan scbagaimana dimaksud pads
ayat (1) hurul b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kabupaten Kudus;
dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Kudus.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran,

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimalksud pada
ayat {1] huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan sctiap
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko
snsial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
€. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

(1} Rehabilitasi sosial sebagairmana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5)
huruf  a ditujukan untuk memulihkan dan  mengembangkan
kemampuan seseorang vang mengalami disfungsi sosial agar dapai
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (6)
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ()
hurul ¢ ditujukan untuk menjadikan sescorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
sehingga mampu memenuhi kebutiihan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huraf
d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin  penerima
bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya vang layak.

uf&-ﬂ(
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Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (6) huruf e merupakan kebijjakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakal yanyg lidak
mempunyail atau mempunyail sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayatl
(6) huruf f merupakan serangkaian upava yang ditujukan untuk
rchabilitasi.

Pasal 34

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yvang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang scbagaimana dimaksud pada avat [1)
adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak miskin, yavasan pengelola yatim piatu,
masyarakal lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, dan atau
santunan kematian bagi penduduk miskin vang meninggal dunia.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masvarakal
kurang mampu,

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 35

Bantuan sosial berupa uang baik yang dapat direncanakan maupun
yang tidak dapat direncanakan dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD
sesual ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 36

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan
secara tertulis kepada Bupan dengan dilengkapi proposal dan/atau
data pendukung lainnya.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] untuk permohonan

bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat:

a. latar belakang; berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya permohonan bantuan
sosial oleh calon penerima bantuan sosial;

b. maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan vang akan dibiavai oleh dana bantuan

s0s1al;
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€. susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintah; berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintah  yvang  mengajukan
permohonan bantuan sosial;

d. domisili anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah:

berisi uraian tentang keberadaan/alamat anggota masyarakat atau

sekretariat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah
vang mengajukan permohonan bantuan sosial dan nomor telepon
vang dapat dihubungi sewaklu-waktu apabila dibutuhkan;

bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana; berisi uraian tentang

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan

sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan
sosial;

[.. mncian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya; berisi
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan
kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta
kebutuhan lainnya; dan

g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima banluan sosial
(pimpinan/ketua) serta setempel/cap organisasif/lembaga (bagi
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yvang lidak
mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan
sosial (bagi anggota masvarakat),

{0

Proposal dan/atau data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat
setempat untuk permohonan bantuan sosial vang diajukan oleh
anggota/kelompok masyarakat desa/ kelurahan.

Permohonan Bantuan sosial berupa santunan kematian diajukan oleh
ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang
pelaksanaannya diatur Ilebih lanjut dalam petunjuk  teknis
pelaksanaan bantuan sosial oleh Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah sclaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat:

a. latar belakang; berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
fakta-fakia dan  permasalahan  yang melatar  belakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya permohonan bantuan
sosial oleh calon penerima bantuan sosial;

b. maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan
digjukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima
bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah:

¢. susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan; berisi uraian tentang susunan pengurus kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan vang mengajukan usulan
bantuan sosial;

d. domisili anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
berisi uraian tentang keberadaan/alamat anggota masyarakat atau
sekretariat kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan vang
mengajukan permohonan bantuan sesial dan nomor telepon vang
dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan:

€. jenis dan jumlah barang yvang dimohon; berisi tentang jenis dan
Jjumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial
kepada Pemcrintah Daerah; dan

doid
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f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial
(pimpinan/ketua) serta setempel/cap organisasi/lembaga (bagl
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi vang tidak
mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan
sosial (bagi anggola masyarakat).

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5] yang diajukan oleh

masvarakat desa/kelurahan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

dan direkomendasi Camat setempat.

Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. foto copy Kartu Identitas Diri yang masih berlaku dari anggota
masyarakat/pimpinan/ketua kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan calon penerima bantuan sosial;

b. foto COpYy dokumen pendirian/pembentukan kelompok
masyarakat/lembaga non pemcerintahan atau
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa berita
acara/notulen pembentukan kelompok, akta notaris/keputusan
penunjukan/ pengangkatan sebagi pengurus atau dokumen lainnya
vang dapat dipertanggungjawabkan untuk kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan;

¢. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani
oleh calon penerima banluan sosial untuk  kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan dan/atau;

d.foto copy rekening bank atas nama anggota/kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan dengan specimen tanda
tangan anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan bendahara.

Pasal 37

Verifikasi terhadap permohonan bantuan sosial dilakukan oleh Tim
Verifikasi pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah atau Unil Kerja
Penanggungjawab belanja bantuan sosial terkait.

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab
belanja bantuan sosial terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yvang mempunyai tugas dan
fungsi sesuai dengan rencana  keglatan/tujuan  penggunaan
sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan sosial.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan
standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerntah
Kabupaten Kudus. Apabila komponen yang dibutuhkan tidak
terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat itu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan
serta kebutuhan lainnya vang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatannya;

¢. memastikan kebenaran keberadaan anggota masyarakat/organisasi
kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan permochonan
bantuan sosial;

d. memastikan domisili/alamat anggota masyarakat/organisasi
kemasyarakatan/kelompok orang, kelompok masyarakat/lembaga
non pemerintahan sebagiamana tercantum dalam proposal yang
diajukan oleh calon penerima bantuan sesial; dan

e. memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dengan dana
bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan
sosial atau organisasi masyarakat/kelompok orang lainnya.

fﬁ&q
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. memastikan bahwa kegiatan vang akan dibiayai dengan dana
bantuan sosial tidak terjadi dobel pembiayaan.

(4) Hasil Verifikasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah vang ditunjuk oleh
Bupati;

(o) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lerkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keterangan
mengenal hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayal (3), denegan
disertal kesimpulan permohonan bantuan sesial dapat disetujui atau
tidak disetujui baik sebagian atau seluruhnya.

(7) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) scsuai prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 38

(1) Rekomendasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 avat (5)
dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran dimaksud pada ayat (1), meliputi
anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 39

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan
sosial, dan rincian obyck belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Individu dan/atau keluarga:
b. Masyarakat; dan
c. Lembaga non pemerintahan,

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung vang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, vang
diuraikan kedalam jems belanja barang dan jasa, obyvek belanja
bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakal pada SKPD.

Pasal 40

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial
tidak termasuk bantuan sosial kepada individu danjatau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dicantumkan dalam
lampiran Peraturan Bupati tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(2) Format daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keliga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 41

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa vang berdasarkan atas
DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan
atas DPA-SKFPD.

Pasal 42

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan
Bupati schagaimana dimaksud pada avat (1) kecuali bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga vang tidak dapal direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3).

Penvaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan secbelumnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) didasarkan pada
permintaan tertulis dari  individu dan/atau keluarga vang
bersanglkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang
serta mendapatkan persetujuan Bupati setelah diverilikas: oleh SKPD
terkait.

Berdasarkan pertimbangan ketepatan sasaran dan kemampuan
keuangan daerah, perubahan daftar penerima bantuan sosial beserta
besarannya uang atau jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD serta melalui mekanisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37

Penyaluran/penyecrahan bantuan sosial berupa barang kepada
penerima  bhantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Barang.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan
secara tunai melalui mekanisme tambah uang (TU),

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan Berita
Acara serah terima Barang.

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi dengan
kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal <43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman
pada peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa yang
berlaku.

4.45,
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Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 44

Penerima bantuan sosial berupa uang wajib menvampaikan laporan
sccara lertulis penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui
PPKD dengan tembusan kepada SKPD yang terkait,

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

schagal benkut:

a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerimaan bantuan sosial,
untuk bantuan yang diterima sebelum bulan Oktober.

b. paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnva, untuk
bantuan sosial yang diterima pada bulan Oktober sampai dengan
Desember.

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Pendahuluan; berisi uralan tentang gambaran umum mengenai
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan
sosial;

b. maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan bantuan sosial;

c. hasil kegiatan; berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan dan manfaatnya sesuail dengan proposal bantuan
sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;

d. realisasi penggunaan dana; berisi uraian tentang anggaran vang
lelah dibelanjakan termasuk sisa anggaran vang tidak digunakan
untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Daerah;

€. penutup; berisi uraian tentang hal-hal yang perlu  untuk
disampaikan oleh penerima bantuan sosial lerkail dengan kegiatan
bantuan sosial yang telah dilaksanakan; dan

. tanda tangan dan nama lengkap pencrima bantuan sosial
(pimpinan/ketua) serla setempel/cap organisasi/lembaga untuk
kelompok masyarakat atau tanda tangan/cap jari bagi vang lidak
mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial
untuk anggota masyarakat.

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud pada avat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai
penggunaan dan manfaat bantuan sosial berupa barang sesuai
dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada
Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan
sosial.

Pasal 45

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai rcalisasi jenis belanja
bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah terkail.,
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Pazal 46

(1) PPKD membuat rekapilulasi penyaluran bantuan sosial kepada
individu dan/atau  keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 avat (3) paling
lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis
bantuan, nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial VAang
diterima oleh masing-masing individu dan /atau keluarga.

Pasal 47

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan
sosial meliputi:

a. Proposal/usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau

surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupali:

b. berita acara hasil wverifikasi oleh Tim verifikasi SKPD atas
proposal /fusulan tertulis atau surat keterangan dari pejabat yvang
berwenang sebagaimana dimaksud huruf a;
rekomendasi TAPD;

d. Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab belanja
bantuan sosial;

€. Keputusan Bupati tentang peneétapan dallar pencrima bansos:

f. pakta integritas dari penerima bantuan sosial vang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai
dengan proposal fusulan tertulis; dan

g. bukti fransfer uang atau penyerahan uang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa
atau berita acara serah terima barang/jasa,

£

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dan hurufl [ dikecualikan terhadap bantuan sesial bagi individu
dan/atau keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 48

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material alas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2] Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial:

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan:
dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bulkti
serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi
penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VEngE
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan hurul b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau

Unit Kerja Penanggungjawab terkait bersamaan dengan permohonan
pencairan dana, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(o4,
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(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢
disimpan dan dipergunakan olch penerima bantuan sosial selaku
objek pemeriksaan.

(6) Terhadap  penggunaan  bantuan  sosial  dapat  dilakukan
pemeriksaan/audit olch pejabat yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 50

(1] Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2} Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB V
SI5A DANA

Pazal 51

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima hibah wajib menyampaikan
laporan sisa dana kepada Bupati, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan dan NPHD antara Pemerintah dan Penerima Hibah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan
evaluasi atas pemmberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur
Kabupaten Kudus.

Pasal 53

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang
tidak scsuai dengan permohonan yvang telah disetujui, penerima hibah
atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

4 g ﬂf
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6)
dikecualikan terhadap :

d.

b,

Organisasi kemasyarakatan yang lelah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan, diakui kcberadaannya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013:

Orgamisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64 tentang Perk umpulan-Perkumpulan
Berbadan Ilukum (Rechtspersoonlijkheid wvan Vereenigingen) vang
berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya hanya sebagai assel
bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuaj dengan Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2013:

.. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan

Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

- Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing,

Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20123 dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaky -

i

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pclaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Moniloring dan Evaluasi Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial ;

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial ;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 fentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial; dan

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan Lidak berlaku.

)
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Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditctapkan di Kudus
Pada tanggal 47 Oitobdr 261

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 COkkbober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

i

NOOR YASIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 23

¢ Ak



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

sSaya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ;

No. Identitas KTP :

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ini sava
menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik |
internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar maka sava bersedia dituntut di muka pengadilan dan dikenakan
sanksi sesual dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penerima hibah
Materai/tanda langan

(nama lengkap)

MUSTHOFA

J/v{l



LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN.
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

HIBAH BERUPA UANG
Contoh Formal

PAKTA INTEGRITAS

Saya vang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibnavai dari dana hibah, dengan inj
menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepolisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proscs pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ni;

3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyalakan dalam pakta
integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

A L Ll TS
Penerima hibah

Materai/tanda tangan
(nama lengkap)

ZE



B. HIBAH BERUPA BARANG

Contoh Format

PAKTA INTEGRITAS

Saya vang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

No. Identitas KTP :

Alamal

Jabatan

Bertindak untulk

dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari dana hibah, dengan ini
menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesual dengan usulan proposal hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daecrah;

2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraluran
Perundang-undangan yang berlaku,

s o f e e e e e
Penernima hibah
Materai/tanda tangan
(nama lengkap)

USTHODRA



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA

MONITORING DAN EVALUAS!I PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. HIBAH BERUPA UANG
Contoh Format

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama
Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah
menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Serta saya akan bertanggung jawab terhadap
penggunaan dana hibah.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi  penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mesti nya.

Penerima hibah
Materai/tanda langan
(nama lengkap)

Yok o



B. HIBAH BERUPA BARANG

Contoh Format

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
| Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa barang
telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Serta sava akan bertanggung jawab terhadap
penggunaan dana hibah.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima hibah
Malerai/tanda tangan
(nama lengkap)

S

USTHORFA

Lo



LAMPIRAN TV
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2816

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUAS|I PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama I

No. Identitas KTP :

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Daerah, dengan
ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan erganisasi kami tidak terjadi
konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerima bantuan sosial
Materai/tanda tangan
(nama lengkap)




LAMPIRAN V
FERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SEKTA
MONITORING DAN EVALUAS| PEMBERIAN
IIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A, BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
Contoh Format

PAKTA INTEGRITAS

Baya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ;

No. Identitas KTF :

Alamat

Jabalan

Bertindak untuk

dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan vang dibiavai dari dana bantuan sosial,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [(KKN) dalam proses pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana dana bantuan sosial ini;

3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal
bantuan sosial:

4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

| n o sk LA B LRl el NS e
Penerima bantuan sosial
Materai/tanda tangan
(nama lengkap )

[/M 4



B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Contoh Format

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini -
Nama

| No. Identitas KTP :

Alamat

Jabatan
Bertindak untuk
dan atas narma

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari dana bantuan sosial,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud scsuai dengan usulan proposal bantuan
sosial;

2. apabila saya mclanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Penerima bantuan sosial
Marterai/tanda tangan

(nama len g’R}ap}

USTHOFA
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LAMPIRAN VI
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWARB PENERIMA BANTUAN SOSIAL
A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Contoh Format

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE
Saya yang bertanda tangan di bawah ini -
Nama :
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagal penerima dana bantuan sosial
telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesual dengan usulan proposal
bantuan sosial. Serta sava akan bertanggung jawab terhadap pengeunaan dana
hibah.

Apabila dikemudian hari  diketahui terjadi  penyimpangan dalam
penggunaannya schingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka sava
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas dacrah serta
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

R b N -
Penerima bantuan sosial
Matcrai/tanda tangan
(nama lengkap)

b f



B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Contoh Format

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini -
Nama ;

No. ldentitas KTP :

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa s: va sebagal penerima bantuan sosial
berupa barang telah menggunakan barang  terscbut sesuai dengan usulan
proposal bantuan sosial. Serla saya akan bertanggung jawab terhadap
penggunaan dana hibah,

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi  penyimpangan dalam
penggunaannya sehingea kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

LT b e N e e Ee o
Penerima bantuan sosial
Materai/tanda tangan
(nama lengkap)

USTHOFA

4 wA 4



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
FELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO

NAMA PENERIMA

2

ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)

3 e

ARSI T H QA

(4 4

¥



FORMAT KONVERSI DAN
HIBAH BEERUPA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2816 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

PENGUNGEKAPAN
BARANG

ANGGARAN | LEBIH
SETELAH | REALISASI | (KURANG)
PERUBAHAN .

Jumlah

Belanja Bantuan Sosial Barang

Jumlah
Surplus/ (Defisit)

| KODE
REKENING URATAN
1 Pendapatan
1.4 Pendapatan Asli Daerah
5% o Pendapatan pajak dacrah
Y Pendapatan retribusi daerah
L.1:4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah
2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
Qs Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2221 Belanja Hibah Barang
R 2 . Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat
i T S
2] Bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak
| ketiga /masyarakat
| 2.2.2.3 Belanja barang untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat selain
hibah dan bantuan sosial
2.2.2. XX Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial
2.2.3 Belanja modal

x

THOFA

-{%l

{fus



LAMPIRAN [X
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAIIAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

i NO .NAMPL PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 | <
- |
2. =2
¥
4. 2
Dst

MUSTHOFA

A’M(i




FORMAT KONVERSI DAN

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

PENGUNGKAPAN

BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

KODE
REKENING

ol e | e
o R e R

B

BB BS BB

b bD b =
—
i

2.2:92.2
22221

2.2.2.3

2.2.2:XX

2.2.3

URAIAN

LEBIH

ANGGARAN
SETELAH REALISAS! | (KURANG)
PERUBAHAN

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retnbusi daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah

Jumlah

Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah Barang
Hibah barang/jasa vang
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
Belanja Bantuan Sosial Barang
Bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak
ketiga /masyarakal
Belanja barang untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat selain
hibah dan bantuan sosial
Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial
Belanja modal
Jumlah

Surplus/ (Delisit)




